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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kejahatan dan pelanggaran sebagai fenomena sosial, tetap 

dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti 

politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ha-hal yang berhubungan dengan 

upaya pertahanan dan keamanan Negara.  

Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang 

bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hokum 

pidana. Sedangkan secara sosiologis kejahatan adalah tindakan atau 

perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. 

Di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur 

menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat baik itu 

perseorangan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan atau 

sebaliknya perusahaan membutuhkan kebenaran atas bukti surat yang 

dimiliki oleh seseorang sekaligus tanda tangan seseorang sebagai bukti 

tertulis sebagai lambang yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu 

sendiri sebagai penanda pribadi.1 

Munculnya suatu kejahatan terpacu karena para pelaku 

menginginkan cepat kaya dengan cara instan dengan melanggar hukum 

dan salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi adalah dengan 

                                                 
1 Adami Chawazi ,  Kejahatan Terhadap Pemalsuan, (Jakarta: Rajawali Pers), 

2011, hal. 7 
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melakukan pemalsuan surat dimana pemalsuan surat tersebut sering kita 

mendengar adanya berita di  internet, surat kabar maupun televisi 

mengenai uang palsu, sertifikat palsu, surat nikah palsu, memalsukan data 

ahli waris, KTP Palsu, sumpah palsu, memberikan keterangan palsu serta 

pemalsuan tanda tangan,2 yang ujungnya bermuara kepada keinginan 

pelaku untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dengan cara yang 

tidak benar.3 

       Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 

dua norma dasar yaitu : 

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong 

dalam kelompok kejahatan penipuan; 

2. Ketertiban masyarakat, yaitu pelanggarannya tergolong dalam 

kelompok kejahatan terhadap Negara atau ketertiban masyarakat. 

Menurut Adami Chazawi:  

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat 
salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini 
banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai 
macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin 
tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang  semakin 
kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang  mana di 
dalamnya mengandung system  ketidakbenaran atau palsu atas 
sesuatu (obyek), yang  sesuatunya itu tampak dari luar seoalaholah 
benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang  
sebenarnya.”4 

 
        

                                                 
2 Ibid., hal. 9 
3 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada), 2003, hal. 12 
4 Adami Chawazi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayumedia,2010, 

hal. 28 
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Perbuatan memalsu tanda tangan, menurut R. Soesilo dalam bukunya 

“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, masuk ke dalam 

pengertian memalsu surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). 

Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: 

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang 
dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau 
sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai 
keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan 
menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat 
itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau 
mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian 
dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-
lamanya enam tahun.”5 

 
       Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak 

pidana yang telah diatur dalam KUHP. Jadi KUHP telah mengatur 

pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana 

yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang - undang hukum 

pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, 

buku tersebut mencantumkam bahwa yang  termasuk pemalsuan 

hanyalah berupa tulisan-tulisan saja,termasuk di dalamnya pemalsuan 

surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. 

Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 

KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat).6  

                                                 
5 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea, 2006, hal. 196 
6 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Prenada, 2013, hal. 

46 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29
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Maraknya berbagai bentuk perkembangan kejahatan suatu bukti 

bahwa ahklak dan moralitas masyarakat yang  berkurang, akan tetapi 

pengaruh perkembangan ilmu pengetahauan dan teknologi juga 

mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana 

kejahatan, sebagai contoh akhir–akhir ini semakin maraknya kejadian 

tindak pidana yang bermacam–macam,  salah satunya adalah perbuatan 

memalsukan surat penting atau dokumen atau dikenal dengan tindak 

pidana pemalsuan tanda tangan, dikarenakan di dalam surat penting atau 

dokumen tentu ada sebuah tanda tangan, sehingga tindak pidana 

pemalsuan tanda tangan dapat  juga  dianggap  sebagai  tindak  pidana  

pemalsuan  dokumen  atau  surat penting. 

Tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan merupakan suatu 

bentuk kejahatan yang cukup  banyak dilakukan oleh masyarakat  dengan  

atau  tanpa suatu alat. Kemajuan teknologi yang semakin pesat yang 

dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk 

melakukan pemalsuan tanda tangan.7 

Pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung 

unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang 

sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal 

sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. 

 

                                                 
7 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Op.Cit, hal.3. 
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Kejahatan tindak pidana pemalsuan  surat dan pemalsuan  tanda 

tangan diatur dalam Pasal 263 KUHP dan termasuk dalam delik dolus 

atau delik yang memuat unsur kesengajaan. Tindak Pidana pemalsuan 

surat dan tanda tangan atau yang biasa disebut dengan forgery 

merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkap dan dibuktikan 

bahwa telah terjadi pemalsuan, hal ini dikarenakan  tulis tangan dan  

tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang. Sehingga dalam 

proses pembuktiaanya diperlukan ilmu bantu (ilmu forensik). Ilmu Forensik 

adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti 

fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan 

di dalam sidang pengadilan. Tanda tangan erat kaitannya dengan tulisan 

tangan seseorang, dari tulisan tangan dapat mengungkapkan kepribadian 

sejati termasuk emosi, ketakutan, kejujuran, pertahanan dan banyak hal 

lainnya. Bentuk tulisan tangan merupakan alat ukur yang tidak dapat 

berbohong karena berasal dari alam bawah sadar. Bila seseorang 

berusaha untuk mengubah tulisan tangannya, hal tersebut dapat 

diidentifikasi sebagai ketidakjujuran. 

Sebagaimana kasus yang terjadi di Kota Blitar dalam putusan 

perkara nomor 527/Pid .B/2011/PN Blt, dimana telah terjadi tindak pidana 

pemalsuan dokumen dan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh 

terdakwa Ridho Leksono als Widodo Bin aim Zaenuri.  
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Kasus ini terjadi bermula dari kedatangan terdakwa Ridho Leksono 

als Widodo Bin aim Zaenuri ke rumah saksi Edi Santoso didusun 

Sambong Rt 02/Rw 17 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten 

Blitar kemudian saksi Edi Santoso meminta bantuan kepada terdakwa 

untuk membuat surat cerai yang dipalsukan dan membuat surat 

pernyataan gono-gini sebagai syarat balik nama sertifikat dari Mujani 

kepada saksi Edi Santoso kemudian setelah terdakwa menyetujui lalu 

terdakwa menerima foto copy surat cerai yang diberikan oleh saksi Edi 

Santoso lalu terdakwa menutup nama yang terdapat didalam surat cerai 

tersebut lalu terdakwa mengganti dengan nama Edi Santoso dan isterinya 

lalu terdakwa menyerahkan foto copy surat cerai yang sudah diganti 

menjadi Edi Santoso dan isterinya kepada Edi Santoso yang kemudian 

dipergunakan sebagai salah satu persyaratan mengajukan kredit ke Bank 

Danamon Simpan Pinjam Nglegok, lalu terdakwa mencarikan surat 

pernyataan gono-gini lalu setelah mendapatkan surat pernyataan gono 

gini Saksi, terdakwa membuat/membubuhkan tanda tangan diatas nama 

Kepala Kelurahan Kanigoro, setelah dibubuhkan tanda tangan lalu surat 

pernyataan gono-gini tersebut dipergunakan sebagai salah satu 

persyaratan untuk mengajukan balik nama sertifikat dari Mujani menjadi 

Edi Santoso lalu setelah dokumen persyaratan pengajuan kredit 

dilengkapi kemudian terdakwa  mengantarkan berkas perrnohonan kredit 

saksi Edi Santoso ke Bank Danamon Simpan Pinjam Nglegok untuk 

diproses lebih lanjut oleh pihak bank Danarnon Simpan Pinjam Nglegok. 
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Setelah diproses kemudian saksi Edi Santoso mendapat pinjaman 

dari Bank Danamon Simpan Pinjam Nglegok sebesar Rp.60.000.000,- 

(enam puluh juta rupiah) kemudian dalam pengembalian dana pinjaman 

Bank Danamon Simpan Pinjam Nglegok mengalami hambatan atau tidak 

lancar sehingga kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polisi untuk 

diproses lebih lanjut. 

Masalah pemalsuan surat dan tanda tangan merupakan suatu 

bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, terutama 

tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan surat dan tanda tangan 

tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang 

menganggap bahwa memalsukan surat dan tanda tangan merupakan 

salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu 

sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang. 

Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak 

oleh waktu. 

Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan 

alasan apapun karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan 

suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum, 

sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan 

negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana. 

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana 

terhadap penyelesain problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai 

suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan 
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masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur 

masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada 

tujuan yang lebih luas.8 Berdasarkan uraian di atas maka penulis 

menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : 

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PEMALSUAN SURAT 

DAN TANDA TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi 

Putusan Nomor 527/Pid .B/2011/PN BLT) 

 
B. Rumusan Masalah 

        Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian 

skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan hukum  terhadap tindak pidana Pemalsuan 

Surat dan tanda tangan dalam Putusan Nomor 527/Pid .B/2011/PN 

Blt ? 

2.  Bagaimanakah  pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  memutus  

perkara tindak pidana Pemalsuan Surat dan tanda tangan dalam 

Putusan Nomor. 527/Pid .B/2011/PN Blt? 

 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penerapan hukum  terhadap tindak pidana 

Pemalsuan Surat dan tanda tangan dalam Putusan Nomor 527/Pid 

.B/2011/PN Blt; 

                                                 
8 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2002, hal. 52 
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b. Untuk menganalisis pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  memutus  

perkara tindak pidana Pemalsuan Surat dan tanda tangan dalam 

Putusan Nomor. 527/Pid .B/2011/PN Blt. 

         Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini  adalah bahwa 

bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan 

wawasan penulis dalam memahami tentang penerapan hukum  pidana 

materiil terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan tandatangan dalam 

perspektif hukum pidana  dan tanggung jawab hukum pelaku tindak 

pidana pemalsuan surat dan tandatangan. 

 
D. Landasan Teori 

Teori Tanggung jawab Hukum 

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam 

kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah 

hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau 

tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi 

semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti 

kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan 

tugas untuk melaksanakan undang-undang.  

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas 

suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan 

kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-

undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, 

istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu 
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tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, 

sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban 

politik.9 

Mengenai persoalan pertanggung jawaban pejabat menurut 

Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu: 

1. teori fautes personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa 

kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang 

karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini 

beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. 

2.  teori fautes de services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian 

terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang 

bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada 

jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan 

pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan 

berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu 

kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus 

ditanggung.10 

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 

dibedakan sebagai berikut:11 

1.    Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan 

                                                 
9 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, 

hal. 335-337. 
10 Ibid, hal. 365. 
11 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia 

Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 73-79. 
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 Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability 

atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku 

dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang 

secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan 

pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 

dilakukannya. 

        Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan 

hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-

undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. 

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab 

       Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung 

jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan 

bahwa ia tidak bersalah. 

 Kata “dianggap” pada prinsip “presumption of liability” adalah 

penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari 

tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah 

“mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan 

terjadinya kerugian.12 

        Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam 

hal ini tampak beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslast). Hal ini 

                                                 
12 E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan 

Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Cet. II, 
Alumni, Bandung, 2009, hal. 21. 
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tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah 

(presumption of innocence). Namun jika diterapkan dalam kasus 

konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan 

teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada 

pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan 

bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat 

sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai 

penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia 

gagal menunjukkan kesalahan tergugat. 

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab 

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga 

untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup 

transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip 

ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada 

bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh 

penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam 

hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan 

kesalahan itu ada pada konsumen. 

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

        Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan 

dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati 

demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. 
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         Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip 

tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang 

menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang 

memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada 

keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip 

tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. 

Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan absolute 

liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri 

dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena 

kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.13 

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability 

principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan 

sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. 

Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin 

dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan 

petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar 

sepuluh kali harga satu rol film baru. 

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha 

bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, 

pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

                                                 
13 Ibid, hal. 23. 
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dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan 

notaris maka diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan 

jasa yang diberikan. Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip 

oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung 

jawab hukum (legal liability) dalam hubungan dengan jasa profesional 

yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul 

karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi 

perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari 

kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan 

melawan hukum.14 

Tanggung jawab (responsibility) merupakan suatu refleksi tingkah 

laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol 

jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau 

mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah 

merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada 

alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan 

tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.15  

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang 

benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti 

tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang 

tidak disadari akibatnya. 

                                                 
14 Shidarta, Op.Cit., hal. 82. 
15 Masyhur Efendi, Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional 

Dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 121. 
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Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung 

jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab 

kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual 

dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan 

pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan 

pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur 

profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena 

sekedar hobi belaka.  

Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan 

memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara 

pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan 

layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. 

Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari 

keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. 

Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul 

akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi 

menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri 

sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.16 

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai tanggung jawab 

moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana 

dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu 

masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai 

                                                 
16 Abdulkadir Muhamad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, 

hal. 60. 
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bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung 

jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang 

disebut Kode Etik Profesi.17 Kode Etik tersebut secara faktual merupakan 

norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh 

anggota kelompok profesi. 

 
E. Metode Penelitian  

      Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :  

1. Metode pendekatan  

         Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara 

yuridis normatif, yang  dapat diidentifikasikan melalui dua hal :18 

a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika 

sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui 

apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.  

b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan 

fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk 

menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan 

tanggungjawab hukum pelku tindak pidana pemalsuan tandatangan. 

 

 

                                                 
17 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, 

Kanisivs, Yogyakarta, 2005, hal. 147. 
18 Sulistyowati Irianto dan shidarta, Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan 

refleksi, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hal. 117.  
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2. Jenis penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk 

membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki.19 Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang 

tanggungjawab hukum pelku tindak pidana pemalsuan tandatangan. 

3. Jenis data  

        Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data 

sebagai berikut : 20 

Data Sekunder,  yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam 

penunjang penelitian, yang meliputi :  

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan 

hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau 

peraturan perundang-undangan.  

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.  

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.  

 

 

                                                 
19 Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 

Raja Grafindo, 2001, hal. 8.  
20 Sugiono dan Wibowo,  Metode Penelitian Sosial, Bandung : Penerbit Alfabeta. 

2002, hal. 29 
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4. Metode Pengumpulan Data  

          Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dengan  studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, 

mencatat, menginventarisasi, menganilisis, dan mempelajari data yang 

berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan 

tanggungjawab hukum pelku tindak pidana pemalsuan tandatangan.21 

5. Metode Analisis Data 

          Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu 

suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data 

mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, 

data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan 

pustaka yang berkaitan dengan tanggungjawab hukum pelku tindak 

pidana pemalsuan tandatangan, kemudian akan didiskusikan dengan data 

yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan 

disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan 

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti 

dan data yang diperoleh.22 

 

 

                                                 
21 Aedi, Nur. Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian. Bandung: Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2010, hal. 27 
22 Nawawi, H.Hadari.. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 2003, hal. 41 


